- "~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI

Mengingat

Menimbang

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

.bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang

perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi integrasi, sinkronisasi simplikasi, keamanan
dan kepastian perlu menerapkan pelayanan satu pintu;

.bahwa untuk mencapai tujuan pelayanan perijinan dan

non perijinan diperlukan penguatan kelembagaan di
Kabupaten Buol agar dapat melaksanakan proses
pengelolaan pelayanan dengan baik;

. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
pintu menjadi Badan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
Undang-Undang Nomor 23 = Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN :

Menetapkan

- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBA}LAN ; KEDUA

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana -
telah diubah terakhir dengan Undang-Und:«ng Nomor 9t
Tahvn 2015 tentang Perubahan Kedua aas Undang-f'
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang }emermtahan»'
Daerah (Lembaran Negara Republik: Indo 1e31a Tah'___ ,,
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negir epub i

Indonesia Nomor 5679); :
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 200 :
Organisasi Perangkat Daerah (Lemba- an Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8¢, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
tentang Petunjuk Teknis Penataan Orgamsz\.s' Perangka :
Daerah sebagaimana telah diubah denga_
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun =
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nege :
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekr is# i’ena Y:
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negira Repub

Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008’ o
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit i |
Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah (Eierita Negara Booah
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor .....); - i

£ ey

Dengan Persetujuan Bersama

Dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN: . g

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari

Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupater Buol Tahun_-
2008 Nomor 02), diubah sebagai berikut : R

1. Ketentuan angka 2 dan Angka 15 Pasal 1 diubah, sehm ,ga '
sebagai berikut : o i ]

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

5 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Da. srah sebagai‘::"-
unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan,f :
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ()tonom &




o

10.

11;

12.

13.

14.

15:

16.

17.

18.

19,

Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya diseout Bupati.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fiuol.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntah
daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD rienurut azas,
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Piinsip Negira Kesatuarr
Republik Indonesia sebagaimana diaksud dalam Undang-Undan
Dasar 1945; i -;-" L kg.
Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tug:s dan fungs
sebagaimana sebagai pelaksana peraturan pemndang—undangan dan
tugas pemerintahan umum lainnya terdiri dari Sekretriat Badarr_;._
Narkotika Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri s baga1 baglan
dari perangkat daerah.

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang selanjuinya dlsebut
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah sekretanat

Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol = ¥ g §
Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dlsmgka BNK a
Badan Narkotika Kabupaten Buol . i ’&%i ;

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dlsmgkat {BNN ad
lembaga  Non-struktural yang berkedudukan ° dlbawah
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. ;
Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap
narkotika selanjutnya disingkat P4GN; i3
Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yar.g selanjutnya b
disingkat KALAKHAR BNK s
Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya dJ*,lngkat BPBD :
adalah sekretariat Badan Penanggulangan Benc ma Daerah
Kabupaten Buol ¥ é :
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, da 1 Kehutanan
yang selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupat :n Buol.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satuan I'olisi Pamong .
Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disinykat. Sat. Pol..
PP. adalah bagian perangkat daerah dalam penegakin peraturan;
daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dart‘EEY
ketentramana masyarakat TR R 2Rl L
Badan Pelayanai. Perizinan Terpadu yang selanjutnya d smgkat BP2
adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol%‘ B é
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu ada. ah ’ keglatan"f-
penyelenggaraan  perizinan dan non- perizinan = yang  proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai- ketahap
terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam sctu pmtu danv

iR

satu tempat. - ‘v
Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari usur- unsur satu”
kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewer: angan -un) C
memberikan pelayanan perizinan. % '
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian peran :
berbentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, rneruplan gabung I
dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan b )
dibidang pelayanan perizinan. ; e
Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural. | e




Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk :
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Buol;

a.

b. Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Buol; .. .. ;

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol; B

d. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Keha
Kabupaten Buol, b

e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol; dan;

{ Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol;

BAB VIII diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai heriku :

e s i

(1) BP2T merupakan bagian dari perangkat daerah yang hcrkédud e
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mela ui Sekretaris

Daerah. : a3
(2) BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung ol::h Sekretariat

yang dipimpin oleh seorang Kepala.
(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ay:t (2) karena.
jabatannya adaleh sebagai Kepala BP2T. '

5. Ketentuan Pasal Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai ‘renkut
Pasal 30 v. o wac e derw
BP2T mempunai tugas melaksanakan koordinasi dan men}'elériggarakan E
pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non per-zinan seCaré "
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,
keamanan dan kepastian. :
Ketentuan huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d Pasal 31 d1ubah dari
ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f sehingga; Pasal 3

berbunyi sebagai berikut :

':,,'

Pasal 31 - kv g om o
daiam Pasal -30;:

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

BP2T menyelenggarakan fungsi :
pelaksanaan penyusunan program BP2T; :
penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan ncn perizinan;.
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non pecrizinan;
pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan serizinan de
non perizinan; dan Ll i 804
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati seguaJ
dan fungsinya. 3 B

o po o



7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai beri ~

Pasal 32

Kepala BP2T mempunyai kewenangan rnenandatangam iz n é.ta ama
Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang. | “

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A §
Ketentuan lebih  lanjut  mengenai pendelegasian kewenang
penandatanganan perijinan dan non perijinan sebagmma na: idn'naks%
dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat :-akni ayat:(2)'," ’
sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : i

Pasal 33
Susunan Organisasi BP2T Kabupaten Buol terdiri atas :
a. Kepala Badan; ‘ L
b. Bagian Tata Usaha, membawahi: )
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Bidang Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
Bidang Penerbitan dan Penetapan; o . .
Bidang Monitoring dan Evaluasi; . TP
Tim Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

IR N

10.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakm Pasal 334
sehingga berbunyl sebagai berikut : x . 3 5l

Pasal 33A

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kexja
BP2T diatur dengan Peraturan Bupati. :

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagali beriku .

Pasal 34 i ERE T B
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam huru b %Pasal,,.3
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan AT
tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

12.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 di ibah sehmgga. .
berbunyi sebagai berikut : : _



B s =t

Pasal 35

ksud dalam huruf ¢, huruf d dan huruf e
gas melakukan koordinasi pcnyglgnggarggﬁ;

(1) Bidang sebagaimana dim
Pasal 33 mempunyai tu
pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya. A B ¢

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoorc@:;ia%ﬂ{a\fn :
Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yan:y® gn;mpunyal

kewenangan dibidang pelayanan perijinan. pooR w0 AR
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdir dari pejabat
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempuny:u kompetensi
dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. s
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan -
untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan;
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu . permohonan:
inan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daeral Liyahg ‘secal?

perij

teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadi‘dan. lgcpad &

Kepala BP2T yang bersangkutan. -k : §§
awa

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berta:lggtihg;;.j
kepada Kepala BP2T melalui Kepala Bidang yang bersesucian.

13.Ketentuan Pasal 36 dihapus.

14.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah Jdan ditambah

satu ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai b srikut: , %
: i, FE§ R bR

Ak

.-,,_-“
B s

i Pasal 37
(1) Kepala BP2T merupakan Jabatan Struktural eselon IIb..
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon Ila. { = V& 3
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Striltural eselon IIIb. o '
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
15.Lamifgan V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercaintum ‘dalam’;
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan: dari Peraturar'_i‘fil

s 3

Daerah ini EtE
i

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah dan dltamb‘hka%‘n LAy

s A g
IS

ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai bérikutf‘i§ Lz

Pasal 52 ;

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T Kalupaten Buol
diutamakan yang mempunyai Kopetensi dibidang tugasnya. ;
(2) Pegawai yang ditugaskan pada BP2T Kabupaten Buol sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau’
insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. . HEN i
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus atauﬂs'lsen
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih ianjut dengas

: TR SRS~ S

&

Peraturan Bupati. .

R
§

17.Diantara Pasal 53A dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 53B
dan Pasal 53C sehingga berbunyi sebagai berikut: v Y




Pasal 53B 2N ok
Pada ®aat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan
pejabat yang ada dilingkungan BP2T yang diangkat berdasar}:an Peraturan
Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang O-ganisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kahupaten Buol,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dLlanuk ses
dengan Peraturan Daerah ini. ? kit W

Pasal 53C wEg B
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buolz.
Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang 'Penerbit,ax}-,'dl
Perizinan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan T<rpadu (Berita
Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 09) masih etap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru: menurut :
Peraturan Daerah ini. g 2t i .

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengun(iang an Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daer:zh Kabupaten

Buol.

Diundangkan di Buol
ada tanggal 2015

Di tetapkan di Buo
pada tanggal -

BUPATIBUOL, '

AMI IN RAUF

< ABD. HAMID

§

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMOR;

NOREG : 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVIN SI' SULAWESI
~ TENGAH : (04/2014) Y




PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

- 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN S8UOL
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

UMUM ,
Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemeiintah untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing
daerah dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan' -
nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, :
sinkronisasi simplikasi, keamanan dan kepastian perl 1 dilakuka.tﬁ:ff'
Peningkatan eselonisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu’ menjadi
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Buol. R
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2907?1 tentan
Penanaman Modal, PTSP dimaksudkan untuk membantu pe: 1:anam modat.”
dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal can informaSi"":
mengenai penanaman modal. : o
Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Pernerintah e 5
Kabupaten Buol telah membentuk Kantor Pelayanan perizinan Terpadu “ ,
Daerah Kabupaten Buol yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah'* '
Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi d TataKeﬁ

Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten 3."1_01.', setelah
berjalan selama 2 (dua) tahun, melihat dari berbagai asp<k:d1pandaﬁ y
perlu melakukan penataan kembali dengan mening}‘.g.fg bs
organisasinya dari Kantor menjadi setingkat Badan. ] g

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas




Huruf f
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka S
Pasal 30
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 31
Cukup jelas
Angka 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf {
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 32A
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

R .
e MR . 2

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf {
Cukup jelas

URTIE SO TR B AP




Angka 10
Pasal 33A
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 34
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Pasl 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 53B
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 53C
Cukup jelas

Pasal I
Cukup jelas B

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL N( MOR

ey v

v Salirdey it R H2

ISR T S Rk RN




iad. Lampiran - reraturan Daerah Kabupaten Buol
b, flOmor . A ,

«  Tanggal

v oo Tentang

' DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

W R s i . O
el STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
B KARUIPATEN RUIOT,

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN KEPALA BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
l |
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
UMUM PROGRAM KEUANGAN
DAN ASET
— —
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PELAYANAN, INFORMASI PENERBITAN DAN MONITORING DAN
DAN PENGADUAN PENETAPAN EVALUASI
l | T 1 !
TIM TEKNIS TIM TEKNIS ' ' TIM TEKNIS
| BUPATIRUOL,

AMIRUDIN RAUF




